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Pelaksanaan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak
semudah proses perceraian pasangan suami-istri yang bukan PNS. Perceraian yang
terjadi pada pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menimbulkan penambahan
akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bercerai, yaitu pembagian
gaji. Hal ini bertujuan agar mantan istri dapat memperoleh hak-haknya dari mantan
suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti halnya hukum islam
yang dibuat berdasarkan kemaslahatan yaitu maslahah al Mursalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan
hak-hak perempuan pasca bercerai dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Indonesia?. (2) Bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pasca bercerai dari
mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) perspektif maslahah al Mursalah?.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perlindungan hak-hak
perempuan pasca bercerai dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Indonesia dan untuk menganalisis perlindungan hak-hak perempuan pasca bercerai
dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditinjau dari perspektif maslahah al
Mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis. Metode ini digunakan karena
penelitian akan fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan sumber data sekunder
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan
bahan non hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan
cara menelusuri dan menemukan data-data terkait dengan topic penelitian berupa,
agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan transkip, notulen rapat, buku dan lain
sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Adanya ketentuan atau hukum yang
mengatur tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dari mantan
suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini selaras dengan hak-hak perempuan dalam
CEDAW dan juga Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender, (2)
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Adanya ketentuan atau hukum yang mengatur perlindungan hak-hak perempun
pasca perceraian dari mantan suami yang berstatus PNS dapat memberikan
kemaslahatan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum
maslahah mursalah, seperti menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik
manfaat, meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan, tidak memudaratkan dan
tidak dimudaratkan, dan kemudaratan dapat dihilangkan.
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ABSTRACT
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The implementation of the divorce process for Civil Servants (PNS) is not as easy
as the divorce process for married couples who are not PNS. Divorce that occurs in
civil servant (PNS) couples will cause additional legal consequences that need to be
considered by the divorced party, namely the distribution of salaries. This is intended
so that ex-wives can obtain their rights from ex-husbands with Civil Servants (PNS)
status. As with Islamic law which is made based on benefit, namely maslahah al
Mursalah.

The formulation of the problem in this study are: (1) How is the protection of
women's rights post-divorce from ex-husbands of Civil Servants (PNS) in Indonesia?
(2) How is the protection of post-divorce women's rights from ex-husbands of Civil
Servants (PNS) from the maslahah al Mursalah perspective?

This research was conducted to describe the protection of post-divorce women's
rights from ex-husbands of Civil Servants (PNS) in Indonesia and to analyze the
protection of post-divorce women's rights from ex-husbands of civil servants from the
perspective of maslahah al mursalah.

This study uses a normative juridical research method with a statutory and
philosophical approach. This method is used because the research will focus on
examining the application of the rules or norms in positive law. In this case, researchers
will use secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal
materials, tertiary legal materials, and non-legal materials. The technique used in data
collection is by tracing and finding data related to the research topic in the form of
agendas, magazines, inscriptions, newspapers, transcript notes, meeting minutes,
books and so on.

The results of the study show that (1) The existence of provisions or laws
governing the protection of women's rights post-divorce from ex-husbands of Civil
Servants (PNS) is in line with women's rights in CEDAW and also Presidential Decree
No. 9 of 2000 concerning gender mainstreaming, (2) The existence of provisions or
laws that regulate the protection of women's rights post-divorce from ex-husbands with
civil servant status can provide benefits and in accordance with the principles
contained in the maslahah mursalah law, such as refusing damage is more important
than gaining benefits, achieving benefits and refusing harm, no harm and no harm, and
harm can be eliminated.
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